
 
 
 
 
 
 

I.  PENDAHULUAN 
 
 
 
1.1. Latar Belakang 

 
 

Dewasa ini dalam era globalisasi pemerintah memiliki tantangan yang besar 

dalam menunjukkan kepada masyarakat, bahwasanya mereka mampu 

profesional memiliki etos kerja yang tinggi, keunggulan kompetitif, dan 

kemampuan memegang teguh etika birokrasi dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya dan memenuhi aspirasi masyarakat. Tantangan tersebut merupakan 

hal yang beralasan mengingat secara empirik masyarakat di daerah 

menginginkan agar aparat pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya 

dapat bekerja secara maksimal yang akhirnya dapat memberikan pelayanan 

yang terbaik bagi masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan 

yang baik dituntut aparatur pemerintah yang profesional, hal ini merupakan 

prasyarat dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan dan kualitas pelayanan 

yang akan diberikan kepada masyarakat. 

 
Birokrasi yang baik dapat memberikan penyempurnaan bagi suatu organisasi 

yang bercirikan organisasi modern, ramping, efektif dan efisien, yang mampu 

membedakan antara tugas-tugas yang perlu ditangani dan yang tidak perlu 

ditangani. Birokrasi yang baik juga mampu melakukan perubahan sistem dan 

prosedur kerjanya yang lebih berorientasi pada ciri-ciri organisasi modern 
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yakni pelayanan cepat, tepat, akurat, terbuka dengan tetap mempertahankan 

kualitas, efesiensi biaya dan ketepatan waktu. 

 
Untuk menunjang kualitas pelayanan yang prima dibutuhkan sumber daya 

manusia yang berkualitas. Kualitas suatu pelayanan publik dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, diantaranya adalah faktor kemampuan dan motivasi pegawai 

dalam melaksanakan pelayanan publik. Kemampuan pegawai sangat 

mempengaruhi kualitas pelayanan. Para petugas pelayanan harus kompeten 

dalam melaksanakan tugasnya, hal ini berarti petugas harus mengetahui dan 

menguasai pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan sehingga petugas 

dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. (http://www.portalgaruda.com).      

 
Pada dasarnya pelayanan publik sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik 

dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi 

tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat ataupun 

daerah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam 

rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang–undangan. Seiring dengan 

penerapan sistem desentralisasi, pelayanan publik akhir–akhir ini menjadi 

diskusi yang hangat dan menjadi perhatian dikalangan masyarakat. 

Sebelumnya pelayanan publik kurang menjadi perhatian karena berkembang 

asumsi bahwa pelayanan publik itu hanyalah urusan pemerintah saja, mulai 

dari proses perumusan, kebijakan, implementasi sampai dengan evaluasi 

masyarakat seringkali tidak bisa mengakses segala informasi yang berkaitan 

dengan pelayanan publik ini. 
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Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan 

pemerintah merupakan kegiatan yang harus terus–menerus dilakukan oleh 

pemerintah dalam fungsinya sebagai pelayanan masyarakat. Dalam rangka 

meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai 

dengan prinsip–prinsip tata kelola pemerintah yang baik serta untuk memberi 

perlindungan bagi setiap dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah maka diperlukan 

pengaturan hukum yang mendukungnya. Rancangan undang–undang 

pelayanan publik mengatur segala hal yang terkait dengan sistem pelayanan 

publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya. Pelayanan 

publik yang diberikan pemerintah bermacam–macam bentuknya. 

(http://www.portalgaruda.org/download_article.php?article.com). 

 
Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

(Meneg PAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, memberikan pengertian 

pelayanan publik yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 

penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Fungsi pelayanan publik adalah salah satu fungsi fundamental yang 

harus diemban pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah. Mengingat 

fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu 

terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satunya adalah 

pelayanan pembuatan kartu kuning di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar 

Lampung. 
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(http://www.nakersos.slemankab.go.id/) 

Kartu kuning merupakan kartu tanda pencari kerja yang dijadikan salah satu 

syarat untuk melamar pekerjaan di sebuah perusahaan atau instansi baik di 

negeri atau swasta. Dinas tenaga kerja  (Disnaker) adalah instansi yang 

bertanggung jawab untuk menangani masalah kependudukan dan pelayanan 

pembuatan kartu kuning di Indonesia. Selain itu juga sebagai unsur pelaksana 

urusan pemerintah dibidang ketenagakerjaan, yang didalamnya terdapat 

manajemen dalam proses menjalankan suatu pekerjaan dengan serangkaian 

tindakan yang secara berjenjang, berlanjut yang berkait dilakukan untuk 

menggapai sesuatu yang telah ditetapkan.  

 
Mengenai pelayanan publik, banyak keperluan masyarakat khususnya dalam 

hal mencari kerja mereka memerlukan kartu tanda pendaftaran pencari kerja 

(Kartu Kuning), yang dimaksudkan sebagai tanda bukti bahwa pencari kerja 

telah mendaftarkan diri pada Dinas Tenaga Kerja yang bertanggung jawab 

dibidang ketenagakerjaan kabupaten atau kota dan juga sebagai tanda 

pengenal untuk memudahkan mencari kartu induknya. Dinas Tenaga Kerja 

merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di dalam ketenagakerjaan dan 

transmigrasi. Semakin banyaknya orang yang mencari pekerjaan dalam era ini 

maka sangat di butuhkan pelayanan dari para aparatur Dinas Tenaga Kerja 

yang bertindak sebagai pelayan publik.  

 
Kualitas pelayanan sangat dibutuhkan pada proses pelayanan publik di tiap-

tiap daerah di Indonesia khususnya di kota-kota besar yang terdapat Dinas 

Tenaga Kerja. Kualitas pelayanan publik dimaksudkan untuk melihat tingkat 

baik buruknya taraf atau derajat suatu pelayanan pada masyarakat. Untuk 
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membenahi citra dari pada pelayanan publik di negara ini, pemerintah pusat 

berusaha untuk menyempurnakan dan mengatasi segala masalah dalam 

pelayanan publik dengan mengeluarkan undang-undang Republik Indonesia 

No 25 Tahun 2009  tentang pelayanan publik. Undang-undang tersebut di 

sahkan guna mengatasi segala permasalahan yang terjadi pada pelayanan 

publik di Indonesia. Peningkatan kualitas pelayanan publik pada tingkat 

daerah sangatlah penting, dimana masyarakat secara langsung menerima dan 

merasakan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah maupun kota 

khususnya di Kota Bandar Lampung. Kualitas pelayanan yang diberikan 

organisasi akan menciptakan suatu penilaian sendiri dari masyarakat tentang 

kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan penilaian 

tersebut masyarakat akan menilai apakah organisasi publik tersebut baik atau 

buruk dalam memberikan pelayanan. Karena pada kenyataannya, wajah 

birokrasi publik sebagai pelayan rakyat masih jauh dari yang diharapkan. 

 
Seperti pernyataan yang terdapat pada surat kabar harian Radar Lampung, 

Rabu 24 Oktober 2012 lalu bahwa: 

“Banyaknya keluhan warga terhadap kinerja Dinas Tenaga Kerja 
(Disnaker) langsung mendapat respons dari Wali Kota Bandar 
Lampung Herman H.N. Salah satu bentuk pelayanan yang 
dimaksudkan dan dikritisinya adalah pembuatan kartu pencari kerja 
(kartu kuning) yang dikeluhkan kerap memakan waktu yang lama 
pembuatannya. “Cobalah kerja secara maksimal. Seperti pembuatan 
kartu kuning, jangan dilama-lamakan, karena itu kebutuhan untuk 
orang kerja,” tegasnya saat memberikan arahan kepada pegawai 
Disnaker. Dalam bekerja, sebagai pegawai negeri sipil (PNS) yang 
merupakan aparatur pemerintah, maka sudah menjadi kewajiban 
memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Kita harus bisa 
memberikan pelayanan secara baik terhadap masyarakat. Jangan 
sekali-kali kita malah berpikir sebaliknya. Jangan malah kita yang 
minta dilayani, tandasnya.” 
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Hal tersebut seperti permasalahan dalam penelitian terdahulu Indah Musnianti 

(2010) dengan judul “Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Kuning di Kantor 

Pelayanan Terpadu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Tanggerang”. Bahwa pelayanan masih dirasakan lamban dan melelahkan 

dimana loket pelayanan kartu kuning (terdiri dari 7 loket namun hanya 4 loket 

yang bekerja dan 1 mesin printer), legalisir 1 (1 loket), dan mesin foto copy 

(2 mesin) yang disediakan minim serta biaya foto copy yang mahal 

(500/lembar). 

 
Namun, pada objek peneliti ditemukan hanya memiliki 1 loket dalam 

pembuatan kartu kuning yang sudah menjadi satu dengan loket legalisir. 

Akan tetapi untuk mesin photo copy di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar 

Lampung tidak memilikinya, karena para pembuat kartu kuning ketika akan 

melakukan photo copy harus pergi keluar Dinas dan berjalan kaki sekitar 10 

meter dari lokasi, hal ini juga salah satu yang menjadi masalah dalam 

pembuatan kartu kuning menjadi lambat dan memakan waktu yang cukup 

lama.  

 
Selain itu permasalahan yang terjadi dalam kualitas pelayanan publik, salah 

satunya pada penelitian terdahulu Reja Rican Utama (2012) dengan judul 

Pengaruh Kinerja Aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Kaur Terhadap Kualitas Pelayanan Publik. Dalam penelitiannya 

ditemukan permasalahan mengenai adanya perlakuan yang tidak adil dalam 

memberi pelayanan terlihat dengan adanya proses cepat bagi masyarakat yang 

mempunyai kenalan dan yang memberikan biaya lebih kepada Disdukcapil, 
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sementara masyarakat yang tidak punya kenalan tidak diberlakukan 

sebagaimana mestinya.  

 
Permasalahan yang terdapat dalam penelitian di atas, hampir sama terjadi 

pada penelitian di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung. Salah satunya 

mengenai adanya pungutan liar (pungli) yang pernah terjadi di Dinas tersebut. 

Berdasarkan wawancara pada tanggal 24 Februari 2014 kepada Mr. X salah 

satu masyarakat yang pernah membuat ataupun memperpanjang kartu kuning, 

mengatakan bahwa: 

 
“kalau waktu buat kartu kuning saya kurang ingat, tapi bukan tahun ini 
atau tahun lalu pastinya. Waktu itu ketika saya buat kartu kuning, saya 
diminta uang oleh petugasnya untuk biaya pembuatannya sebesar Rp. 
10.000, kadang juga diminta uang untuk legalisir perlembarnya 
Rp.1.000 walaupun waktu itu saya bilang kan gratis sesuai dengan 
informasi yang pernah ada bahwa pembuatan kartu kuning “GRATIS” 
namun petugas mengatakan bahwa untuk biaya bisa seikhlasnya 
diberikan dari pembuat kartu kuning. Tapi kadang juga waktu saya mau 
perpanjang pernah ada calo yang suka menawarkan diri seperti 
memberikan jasa bantuan untuk pembuatan kartu kuning melalui calo 
tersebut, namun saya menolaknya karena saya pikir waktu itu saya bisa 
sendiri mengurusnya. Kadang pernah juga melalui calo teman saya bisa 
cepat dalam pengurusan pembuatan kartu kuning, walaupun 
mengeluarkan biaya jasa kepada calo yang mereka suruh.” 
 

 
Dari permasalahan yang ditemukan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui 

bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan Dinas Tenaga Kerja Kota 

Bandar Lampung selaku lembaga pemerintah yang mengurusi masalah 

ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat 

khususnya kartu pencari kerja (Kartu Kuning). Sehingga peneliti tertarik 

mengangkat penelitian yang berjudul “ Kualitas Pelayanan Pembuatan 

Kartu Kuning di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung”. 
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1.2. Rumusan Masalah 
 
 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka masalah dari penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

“Bagaimana Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Kuning di Dinas Tenaga 

Kerja Kota Bandar Lampung?”.   

  
1.3. Tujuan Penelitian 
 
 

Berdasarkan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk 

mengkaji lebih dalam mengenai masalah yang telah didapatkan oleh peneliti 

yang berkaitan dengan kualitas pelayanan pembuatan kartu kuning di Dinas 

Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, maka dalam hal ini penelitian ini 

bertujuan “Untuk Mengetahui dan Menganalisis Kualitas Pelayanan 

Pembuatan Kartu Kuning di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung.” 

 
1.4. Manfaat Penelitian 
 
 

Adapun Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 
1. Secara Subjektif, sebagai suatu tahapan untuk melatih dan mengembangakan 

kemampuan berfikir ilmiah dan kemampuan untuk menuliskannya dalam 

bentuk karya tulis ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori. 

2. Secara teoritis yaitu diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan akademis khususnya yang berkaitan dengan Kualitas Pelayanan 

Publik. 



 9

3. Secara praktis, Penelitian dapat memberikan sumbangan berharga bagi 

pemerintah atau lembaga-lembaga yang membutuhkan, selain itu hasil 

penelitian ini juga dapat menjadi acuan penelitian-penelitian pada bidang 

yang sama di masa yang akan datang. 


